LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI

WAKIL BUPATI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN,

HUKUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ASISTEN EKONOMI,
PEMBANGUNAN DAN SDA

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

STAF AHLI

FX. YAPAN

BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN SUMBER BAGIAN PENGADAAN BAGIAN HUMAS DAN
PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM RAKI(E\(S’AIE'?A[)FLLEFS{?)/;';IAL BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN DAYA ALAM BARANG DAN JASA BAGIAN UMUM PROTOKOL BAGIAN ORGANISASI
SUB BAGIAN
PEMERINTAHAN UMUM SUB BAGIAN HUKUM SUB BAGIAN ANALISA SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN U5 BAGIAN EVALUAS SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
DAN PEMBINAAN — DAN PERUNDANG- I ~PELAYANAN DASAR — PROGRAM —] PENYIAPAN DAN PENYELESAIAN RUMAH TANGGA PENGUMPULAN KELEMBAGAAN DAN
ADMINISTRASI UNDANGAN SARANA EKONOMI G PERUMUSAN ANGoAD DAN INFORMASI, PENERANGAN ANALISIS FORMASI
KECAMATAN KESRASOS PEMBANGUNAN KEBIAKAN SDA PERLENGKAPAN DAN PEMBERITAAN JABATAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN ANALISA SUB BAGIAN
PENATAAN L | BANTUAN HUKUM L | AGAMA,KEBUDAYAAN, SUB BAGIAN L | PENGENDALIAN || PENGENDALIAN DAN LAYANAN KEPEGAWAIAN DOKUMENTASI, SUB BAGIAN TATA
WILAYAH & TATA DAN KERJASAMA PEMUDA DAN PRODUKSI DAERAH EVALUAST KEBLIAKAN PENGADAAN BARANG DAN TATA USAHA PUBLIKASI DAN LAKSANA DAN
PEMBANGUNAN SDA DAN JASA PELAYANAN PUBLIK
BATAS OLAHRAGA PIMPINAN PENERBITAN
SUB BAGIAN OTONOMI SUB BAGIAN SUB BAGIAN ANALISA SUB BAGIAN INDUSTRI, SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
DAERAH DAN L | bokumenTASI DAN || KETENAGAKERIAAN, PERDAGANGAN, L |  EvALUASI DAN L | LAYANAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN KINERJA DAN
FASILITASI KEPALA KOPERASI DAN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DAERAR/DPRD DESIMINASI PRODUK MASYARAKAT, PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL PELAPORAN SDA PEMBINAAN PROTOKOL REFORMASI
HUKUM ANAK DAN KB PEMBANGUNAN BIROKRASI
Ditetapkan di, Sendawar.
Pada tanggal, 8 Desember 2016
BUPATI KUTAI BARAT
['TD
1




LAMPIRAN II :  PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN STRUKTUR ORGANISASI
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

SEKRETARIS

BAGIAN HUKUM DAN BAGIAN PENGANGGARAN DAN

BAGIAN UMUM PERSIDANGAN PENGAWASAN
[ | [

SUB BAGIAN UMUM, HUMAS DAN || SUB BAGIAN HUKUM DAN | | SuB BAGIAN ANGGARAN DAN

PROTOKOL PERUNDANG-UNDANGAN VERIFIKASI
- SUB BAGIAN PERENCANAAN | SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN L] SUB BAGIAN PENGAWASAN
PROGRAM DAN KEUANGAN RISALAH

Ditetapkan di, Sendawar.
Pada tanggal, 8 Desember 2016

BUPATI KUTAI BARAT
TTD

FX. YAPAN

Perbup-Kubar/180/2016



